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Rugi di Binary Option, Salah Siapa?

Sobi. b
indah Hondayani

JAKARTA, investor.id - Gonjang ganjing dinary option yang disebut banyak
merugikan konsumen belakangan ini juga mendapat perhatian dari Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI pun menegaskan untuk pentingnya
edukasi dan literasi terkait investasi pada umumnya. khususnya mengenai binary
option. Hal ini mengingat selama ini para influencer hanya memperlihatkan sisi
keberhasilannya saja.

"Ketika diiming-imingi return yang besar, pasti ada suatu risiko yang juga besar.
Saham pun juga berisiko besar. Kefika mendapatkan untung tinggi, maka juga
ada potensi kerugian yang tinggi. Itu berbanding lurus." papar Kepala Bidang
Pengaduan YLKI Sularsi dalam keterangan pers, Sabtu (19/2).

Menurut Sularsi, para pelaku yang mengklaim rugi besar itu salah jika
menginvesiasikan uang yang menjadi cash flow sehari-hari dalam investasi ini
Untuk itu. edukasi terkait investasi pada umumnya, dan khsusunya binary option
ini perlu dilakukan. Hal ini karena tidak mungkin akan untung terus menerus dan
ini yang tidak diberitahukan, resiko-resikonya. Terlebih, selama ini para influencer
hanya memperlihatkan sisi keberhasilannya saja. Selain edukasi, ia menyebut
perlunya literasi keuangan bagi masyarakat terkait hal ini

Baca juga: Minta [nfluencer Hapus Semua Konten Binary Option, SWI Juga
Tehas 21 Investasi llegal

"Ketika belum paham., jangan langsung ikut serfa gara-gara hanya kata orang
Lihat dulu seperti apa, pahami dulu proses bishisnya seperti apa. Itu (cara) yang
bener ya," pesannya

Secara terpisah, lewat siaran live di akun Instagram @finsensius_mendrofa
kuasa hukum dari pihak yang mengaku sebagai korban Binary Option
Finsensius Mendrofa menjelaskan bahwa kliennya melaporkan beberapa afiliator
Binary Option karena ada unsur pidana yang dilakukan para afiliator. "Ada pasal
yang kami sangkakan, berita bohong, merugikan konsumen, menyesatkan,” kata
Finsensius

Di kesempatan berbeda. Associate Researcher pada Center for Indonesian
Policy Studies (CIPS) Ajisatria Suleiman menilai adanya urgensi peningkatan
literasi keuangan seiring tingginya animo masyarakat untuk berinvestasi pada
instrumen-instrumen keuangan baru. Literasi tersebut merupakan bentuk
perlindungan konsumen agar masyarakat benar-benar memahami profil risiko
dari produk keuangan yang diambil

“Yang dibutuhkan ke depan adalah pengetahuan masyarakat terkait cara kerja
produk-produk investasi. dan agar tidak mudah fergiur keuntungan cepat.
Literasi dibutuhkan sejak dini, sejak dari sekolah. Oleh karena itu, agar optimal
perlu kerja sama lebih erat antara regulator, indusiri, dan instansi pendidikan "
kata Ajisatria.

Terkalt kasus binary option. Ajisatria mengatakan. harus dilihat penggunaan dana
tersebut memang benar digunakan untuk membeli produk option atau justru
digunakan untuk membayar dowrniine. Hal ini sebagaimana marak terjadi dalam
skema piramida atau bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi
upline/influencer. Mengingat skema piramida itu dilarang. karena menggunakan
tipu muslihat untuk menarik dana dari orang lain unfuk dipergunakan untuk
kepentingan lain atau kepentingan pribadi.
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"Atas dasar itu, regulator berwenang untuk mengatur kegiatan perdagangan efek
atau option. Bagi yang tidak terdaftar maka dianggap sebagai produk investasi
ilegal dan dapat dipidanakan." papar Ajisairia

Terkalt legalitas itu, PIt Kepala Bappebti Indrasari Wishu Wardhana mengatakan
binary opfion adalah kegiatan yang dilarang sesuai UU PBK No. 10 Tahun 2011
Bappebti telah memblokir sebanyak 1.222 domain entitas investasi tak berizin
sepanjang 2021 "Dari jumiah ini, 92 diantaranya merupakan binary option." kata
Wisnu dalam unggahan di akun Instagram resmi Bappebti, 14 Februari lalu.

Artinya, aplikasi dinary option yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di
Indonesia. Sehingga, jika terjadi perselisihan atau dispute antara nasabah
dengan penyedia, Bappebti tidak bisa membantu. "Bappebti selaku requlator di
bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka
mediasi," kata Wisnu
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